
Pemprov  Sultra  Perkuat  Strategi
Kendalikan  Inflasi  Jelang
Ramadan
Kendari,  sultranet.com–  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  (Pemprov
Sultra) terus berupaya mengendalikan inflasi menjelang bulan Ramadan melalui
sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini diperkuat dalam Rapat
Koordinasi  (Rakor)  Pengendalian  Inflasi  Daerah  yang  rutin  diselenggarakan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Senin, 24 Februari
2025

Dalam  rakor  yang  dipimpin  Sekretaris  Jenderal  (Sekjen)  Kemendagri,  Tomsi
Tohir,  pemerintah  daerah  diinstruksikan  untuk  lebih  aktif  menjaga  stabilitas
harga bahan pokok. “Pemerintah daerah harus memastikan inflasi terkendali agar
daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Tomsi. Ia juga meminta setiap daerah
rutin memantau harga di  pasar dan segera melakukan intervensi  jika terjadi
lonjakan signifikan, termasuk dengan operasi pasar dan subsidi transportasi.

Dari Sulawesi Tenggara, rakor ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra,
Asisten II  Setda Sultra,  Staf  Ahli  Gubernur  Bidang Ekonomi,  Keuangan,  dan
Pembangunan,  serta  perwakilan  dari  berbagai  instansi  terkait,  seperti  Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Ketahanan Pangan, Badan
Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia (BI).

Plh.  Deputi  Bidang  Statistik  Distribusi  dan  Jasa  BPS,  M.  Habibullah,  dalam
pemaparannya  menyebutkan  bahwa  pada  Ramadan  tahun  sebelumnya,  lima
komoditas utama yang berkontribusi terhadap inflasi adalah beras, telur ayam
ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih. Sementara itu, pada minggu
ketiga  Februari  2025,  delapan  provinsi  mengalami  kenaikan  Indeks
Perkembangan  Harga  (IPH),  termasuk  Sulawesi  Tenggara.
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Kabupaten Bombana menjadi daerah dengan kenaikan IPH tertinggi di Sultra,
mencapai 4,38%. Komoditas utama penyebab kenaikan ini adalah daging ayam
ras,  telur  ayam ras,  dan bawang merah.  Selain  itu,  harga gula  pasir  secara
nasional naik sebesar 1,01% dibanding Januari 2025, sementara harga minyak
goreng juga mengalami kenaikan sebesar 0,48%.

Menanggapi  kondisi  ini,  Sekda  Sultra,  Asrun  Lio,  menekankan  pentingnya
koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. “Kami akan
memastikan  ketersediaan  pasokan  pangan  tetap  aman,  serta  melakukan
intervensi  jika  diperlukan  agar  harga  tetap  stabil  dan  tidak  membebani
masyarakat,”  katanya.

Asrun  Lio  juga  menginstruksikan  Disperindag  dan  BPS  Sultra  untuk  terus
mengumpulkan dan menganalisis data harga secara berkala guna menentukan
langkah strategis yang efektif. “Harapannya, setiap kebijakan yang diambil benar-
benar  memberikan  dampak  nyata  dalam  menjaga  daya  beli  masyarakat,”
tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sultra berencana mengoptimalkan program
subsidi transportasi bagi distribusi bahan pangan dari sentra produksi ke pasar-
pasar tradisional. Pemerintah daerah juga akan menggencarkan operasi pasar
untuk menekan harga komoditas yang berpotensi melonjak.



Langkah-langkah strategis  ini  diharapkan mampu mengatasi  tantangan inflasi
menjelang  Ramadan,  memastikan  stok  bahan  pokok  tetap  terjaga,  serta
memberikan rasa aman bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam menghadapi
momen penting ini.

Pj  Gubernur  Sultra:  Delapan  Isu
Strategis  Tuntas,  Butuh
Keberlanjutan
Kendari, sultranet.com  –  Menjelang akhir masa tugasnya pada 20 Februari
2025, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto,
merefleksikan capaian strategis selama kepemimpinannya. Dalam pemaparannya
di ruang kerja, Jumat (14/2/2025), ia menegaskan bahwa delapan isu utama yang
menjadi prioritas sejak awal masa jabatan telah dituntaskan.

“Saat  mulai  bertugas  pada  5  September  2023,  saya  memetakan delapan isu
strategis yang perlu segera ditangani.  Alhamdulillah,  saat ini  semuanya telah
tuntas.  Namun,  program-program ini  tetap  membutuhkan  keberlanjutan  agar
manfaatnya lebih maksimal,” ujar Andap.

Delapan  isu  tersebut  meliputi  pengendalian  harga  dan  ketersediaan  pangan,
penurunan  angka  kemiskinan  dan  stunting,  pemberdayaan  UMKM  berbasis
digital,  percepatan  proyek  strategis  nasional,  pengembangan  pariwisata
berkelanjutan,  hilirisasi  nikel  dan aspal  ramah lingkungan,  pemerataan akses
pendidikan dan kesehatan, serta penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai.

Salah satu pencapaian signifikan adalah pengendalian inflasi. Pada September
2023, Sultra berada di posisi kedua inflasi tertinggi nasional. Namun, kebijakan
strategis yang diterapkan berhasil menekan inflasi hingga -0,39% pada Januari
2025, menjadikan Sultra provinsi dengan inflasi terendah ketiga di Indonesia.
“Bahkan, pada 2024, Sultra meraih TPID Award dari Presiden untuk kategori
provinsi berkinerja terbaik dalam pengendalian inflasi di kawasan Sulawesi,” jelas
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Andap.

Dalam penanganan stunting, Sultra mencatat penurunan menjadi 10,2%, lebih
rendah  dari  rata-rata  nasional  sebesar  14%.  Tingkat  kemiskinan  pun  turun
menjadi 10,63%. “Angka ini  masih di  atas rata-rata nasional,  tapi progresnya
cukup baik. Kita harus terus bekerja keras,” tambahnya.

Pemberdayaan  UMKM  juga  menjadi  perhatian,  dengan  fasilitasi  penerbitan
Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis digital yang diluncurkan pada 28 Oktober
2023.  Di  sektor  infrastruktur,  percepatan  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN)
diwujudkan dengan peresmian Bendungan Ameroro yang tak hanya menyediakan
air bersih, tetapi juga dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
Hidro (PLTMH).

Sektor pariwisata Sultra turut mendapat pengakuan nasional. “Sultra dinobatkan
sebagai Provinsi  Terbaik di  sektor pariwisata.  Pulau Labengki bahkan meraih
juara pertama dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 untuk kategori Desa
Wisata Berkembang,” ungkap Andap.



Hilirisasi sumber daya alam, khususnya nikel dan aspal, juga menjadi prioritas.
Salah  satu  pencapaian  penting  adalah  masuknya  Aspal  Buton  dalam katalog
elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
setelah lebih dari satu abad produksi.

Di  bidang  pendidikan  dan  kesehatan,  Pemprov  Sultra  memberikan  beasiswa
kepada siswa kurang mampu dan berprestasi, serta meluncurkan seragam karya
SMK/SLB se-Sultra. “Cakupan perlindungan kesehatan sudah 100%, dan kami
telah membangun 963 unit rumah layak huni,” lanjutnya. Selain itu, kerja sama
dengan  berbagai  pihak  menghasilkan  22  kesepakatan  layanan  kesehatan,
termasuk  keberhasilan  Rumah  Sakit  Jantung  Oputa  Yi  Koo  Sultra  dalam
melakukan  bedah  pintas  arteri  koroner  pertama  kali.

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak, Sultra berhasil menjaga
stabilitas keamanan. “Pilkada serentak adalah pengalaman pertama bagi kita.
Alhamdulillah, pelaksanaannya berjalan aman dan damai tanpa konflik,” ujarnya.

Andap menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja sama semua pihak, baik
pemerintah maupun masyarakat. “Sultra telah membuktikan bahwa dengan kerja
keras dan kebersamaan, kita bisa mencapai banyak hal. Namun, tantangan ke
depan masih ada, dan kita harus terus melangkah maju,” pungkasnya.

Turut hadir dalam refleksi akhir tugas ini Sekretaris Daerah Pemprov Sultra, para
asisten Sekda, staf ahli gubernur, serta kepala perangkat daerah di lingkungan
Pemprov Sultra.

Pemprov  Sultra  Hadiri  Rakor
Pengendalian  Inflasi,  Antisipasi
Kenaikan Harga Jelang Ramadan
Kendari,  sultranet.com  –  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Tenggara  (Pemprov
Sultra) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang
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diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  secara virtual,
Senin,  10  Februari  2025.  Rakor  yang  berlangsung  di  Ruang  Rapat  Biro
Perekonomian  Sekretariat  Daerah  (Setda)  Sultra  ini  membahas  strategi
pengendalian  harga  menjelang  bulan  suci  Ramadan.

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, yang memimpin rakor,
menekankan pentingnya langkah konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga
kebutuhan  pokok.  “Bulan  Ramadan  tinggal  dua  minggu  lagi.  Kita  harus
melakukan konsolidasi dan memastikan stok kebutuhan pokok aman. TPID serta
instansi terkait harus lebih serius dalam menghadapi potensi kenaikan harga,”
ujar Tomsi Tohir.

Rakor ini juga dihadiri sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait,
termasuk Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti,
Kepala  Badan  Pangan  Nasional  Arief  Prasetyo  Adi,  serta  Deputi  III  Bidang
Perekonomian Kantor Staf  Presiden (KSP) Edy Priyono.  Dari  Pemprov Sultra,
perwakilan yang hadir antara lain dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM), BPS, Balai Karantina, Biro Perekonomian, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam laporannya, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pada
Januari  2025  terjadi  deflasi  sebesar  0,76%  secara  month-to-month  (m-t-m),
dengan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebagai
penyumbang deflasi terbesar sebesar 1,44%. Sementara itu, kelompok makanan,
minuman, dan tembakau mencatat inflasi dengan andil 0,56%.

Pada minggu pertama Februari 2025, beberapa komoditas mengalami kenaikan
harga, seperti cabai merah yang naik 7,23%, Minyakita naik 0,41%, dan gula
pasir naik 0,89% dibanding Januari 2025. Sebaliknya, harga cabai rawit turun
4,35%, bawang putih turun 7,96%, bawang merah turun 7,96%, serta telur ayam
ras turun 2,56%.

Kabupaten Bombana menjadi salah satu dari 10 daerah di luar Pulau Jawa dan
Sumatera yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi,
mencapai 3,96%. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan
Pokok (SP2KP) Kemendagri, kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah menjadi
faktor utama lonjakan IPH di beberapa wilayah tersebut.

Dengan kondisi ini, pemerintah daerah diminta meningkatkan pemantauan harga
dan memastikan langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi. Stabilitas



harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri menjadi perhatian utama
agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pemerintah  Daerah  Diminta
Percepat  Digitalisasi  Perizinan
dan  Kendalikan  Inflasi  Jelang
Ramadan
Kendari,  sultranet.com  –  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Tenggara  (Pemprov
Sultra)  mengikuti  Rapat Koordinasi  (Rakor) Pengendalian Inflasi  Daerah yang
dirangkaikan  dengan  penandatanganan  Nota  Kesepahaman  (MoU)  terkait
pengawasan  penyelenggaraan  perizinan  di  daerah.  Rakor  ini  digelar  secara
virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat
Daerah (Setda) Provinsi Sultra dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tito Karnavian, Selasa, 4 Februari 2025.

Rakor yang menjadi agenda rutin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini
menghadirkan sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga
negara, termasuk Jaksa Agung, Kapolri,  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Plt.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf
Presiden (KSP), serta Kepala Badan Pangan Nasional.

Mendagri  Tito  Karnavian  dalam  arahannya  menegaskan  bahwa  pemerintah
daerah harus mempercepat digitalisasi perizinan guna menekan praktik korupsi
di sektor pelayanan publik. “Masih banyak daerah yang mengandalkan perizinan
manual,  ini  berpotensi  menimbulkan  gratifikasi,  pungutan  liar,  hingga  suap.
Dengan digitalisasi, kita bisa menutup celah tersebut,” katanya.

Untuk itu, pemerintah telah mengembangkan sistem layanan perizinan berbasis
digital seperti Mal Pelayanan Publik dan Online Single Submission (OSS) yang
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dikelola Kementerian Investasi. Namun, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia,
baru  272  daerah  yang  telah  menerapkan Mal  Pelayanan Publik.  “Kita  harus
percepat ini, agar investasi semakin mudah dan transparan,” ujar Tito.

Sebagai bentuk penguatan pengawasan, dilakukan penandatanganan MoU antara
Mendagri, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, serta Kepala Badan Pengendalian
Pembangunan  dan  Investigasi  Khusus.  MoU ini  bertujuan  untuk  memastikan
penyelenggaraan perizinan yang lebih transparan serta mencegah praktik korupsi
di sektor tersebut.

Inflasi Jelang Ramadan Jadi Perhatian Serius

Selain membahas perizinan, rakor juga menyoroti pengendalian inflasi, terutama
menjelang  bulan  Ramadan.  Plt.  Kepala  BPS,  Amalia  Adininggar  Widyasanti,
melaporkan  bahwa  inflasi  Januari  2025  secara  tahunan  (year-on-year/y-on-y)
mencapai  0,76%.  Angka  ini  lebih  rendah  dibandingkan  periode  sebelumnya.
Sementara  itu,  terjadi  deflasi  0,76% secara  bulanan (month-to-month/m-to-m)
akibat turunnya tarif listrik dan harga komoditas tertentu.

Amalia menjelaskan bahwa kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar
rumah tangga berkontribusi terhadap deflasi dengan andil 1,44%. Sementara itu,
inflasi tahunan terbesar disebabkan oleh kenaikan harga makanan, minuman, dan
tembakau  dengan  andil  inflasi  1,07%.  Komoditas  utama  penyumbang  inflasi



adalah minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), dan cabai rawit.

Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ke-5 Januari 2025,
sebanyak  35  provinsi  mengalami  kenaikan  IPH,  sementara  tiga  provinsi
mengalami penurunan. Komoditas yang paling berkontribusi terhadap kenaikan
harga adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

Mendagri  meminta  pemerintah  daerah  segera  mengambil  langkah  antisipatif
guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menghadapi tingginya
permintaan selama Ramadan. “Harga bahan pokok harus dikendalikan sejak awal
agar masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga menjelang bulan puasa,”
ujarnya.

Pemprov  Sultra  turut  berkomitmen  dalam  upaya  pengendalian  inflasi  dan
peningkatan pengawasan perizinan. Perwakilan daerah yang hadir dalam rakor
ini antara lain Asisten II Setda, Asintel Kejati, Staf Ahli Ekonomi, Kepala Dinas
Perhubungan,  Sekretaris  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM),
perwakilan  Bank  Indonesia  (BI),  BPS,  Bulog,  Dinas  Perindustrian  dan
Perdagangan (Disperindag),  Dinas Ketahanan Pangan,  serta sejumlah instansi
terkait lainnya.

Dengan  adanya  koordinasi  yang  erat  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,
diharapkan implementasi  layanan perizinan digital  dapat segera merata serta
pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif demi mendukung pertumbuhan
ekonomi yang stabil dan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi Sultra Stabil, Pj. Gubernur:
Jelang  Ramadan  Harga  Harus
Terkendali
Kendari, sultranet.com – Inflasi di Sulawesi Tenggara (Sultra) tercatat stabil
dan terkendali pada Januari 2025, menempatkan provinsi ini sebagai salah satu
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daerah dengan inflasi terendah di Indonesia. Berdasarkan Berita Resmi Statistik
(BRS)  yang dirilis  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Sultra  pada Senin  (3/2/2025),
inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 0,39%, lebih rendah dibandingkan
rata-rata nasional yang mencapai 0,76%.

Pj.  Gubernur  Sultra,  Andap  Budhi  Revianto,  menyatakan  apresiasinya  atas
capaian  ini.  Ia  menegaskan  pentingnya  menjaga  kestabilan  harga,  terutama
menjelang Bulan Suci Ramadan 1446 H.

“Menjelang Ramadan, kita harus memastikan inflasi tetap terkendali agar daya
beli masyarakat tetap terjaga dan pasokan barang tidak terganggu. Sinergi antara
pemerintah,  TPID,  pelaku  usaha,  dan  masyarakat  sangat  diperlukan  untuk
menjaga  stabilitas  harga,”  ujar  Andap.

Inflasi Sultra yang relatif rendah ini menempatkannya di posisi ketiga terendah
dari  38 provinsi  di  Indonesia.  Inflasi  tertinggi  tercatat  di  Papua Pegunungan
sebesar  4,55%,  sementara  Nusa  Tenggara  Timur  mengalami  deflasi  sebesar
-0,06%.  Beberapa  komoditas  yang  memberikan  kontribusi  terhadap  inflasi
tahunan di Sultra antara lain emas perhiasan (0,31%), sigaret kretek mesin atau
SKM (0,25%), serta mobil (0,11%).

Di sisi lain, beberapa komoditas justru menekan laju inflasi tahunan, seperti tarif
listrik  (-1,70%),  tomat  (-0,18%),  angkutan  udara  (-0,14%),  dan  cabai  rawit
(-0,10%). Kondisi ini menunjukkan adanya keseimbangan harga di pasaran.

Secara wilayah, tingkat inflasi tahunan di kabupaten/kota di Sultra bervariasi.
Kabupaten Konawe mengalami deflasi terdalam sebesar -1,24%, disusul Kota Bau-
Bau  (-0,47%)  dan  Kota  Kendari  (-0,38%).  Sementara  itu,  Kabupaten  Kolaka
mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 0,48%.

Pemerintah Provinsi Sultra terus melakukan berbagai langkah strategis untuk
mengendalikan inflasi. Salah satu kebijakan yang berdampak signifikan adalah
pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan PT PLN (Persero) yang
berlaku selama Januari hingga Februari 2025.

“Angka inflasi yang terkendali ini merupakan hasil  kerja keras seluruh pihak.
Saya  mengapresiasi  TPID  dan  seluruh  pemangku  kepentingan  yang  telah
berkontribusi.  Kami  akan terus  memantau dinamika pasar  serta  memperkuat
langkah-langkah strategis agar stabilitas harga dan ketersediaan komoditas tetap



terjaga,” kata Andap.

Lebih lanjut, Andap menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan bagian
dari upaya menjaga perekonomian daerah agar tetap stabil dan berkelanjutan.

“Sinergi  dan  kolaborasi  antara  Pemerintah  Daerah,  TPID,  pelaku  pasar,  dan
masyarakat sangat penting. Ke depan, kami akan terus memperkuat koordinasi
serta mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan dan intervensi pasar agar
harga-harga tetap stabil,” tambahnya.

Stabilitas  inflasi  menjadi  kunci  utama  dalam menjaga  daya  beli  masyarakat,
terutama  dalam  menghadapi  momen  penting  seperti  Ramadan  dan  Idulfitri.
Pemerintah Provinsi  Sultra  memastikan akan terus mengawal  kebijakan yang
dapat  memberikan  dampak  positif  bagi  ekonomi  daerah  dan  kesejahteraan
masyarakat.
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